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ABSTRAK

Desa Pengastulan adalah bagian dari sebuah bentuk kepemilikan tanah
yang didominasi oleh masyarakat non-Muslim dengan sistem patrilinial dalam
melakukan peralihan hak milik tanah. Umat Islam yang berada di dalam
komunitas masyarakat non-Muslim memiliki cara yang berbeda dalam peralihan
hak milik tanah, meskipun demikian, masyarakat Islam di Desa Pengastulan tidak
terlepas dengan adat yang berlaku, perilaku ini diakibatkan adanya pengaruh dari
sistem patrilinial, sehingga ada sebagian masyarakat yang kurang memahami
tentang konsep Islam dalam peralihan hak milik. Penelitian ini merupakan
peneltian lapangan (field reseach) dengan menggunakan metode analisa deduktif
— induktif yakni menjabarkan norma-norma dasar yang berlaku pada masyarakat
Muslim di Banjar Kauman ke dalam asas umum hukum Islam dan mempelajari
perilaku masyarakat dalam hal peralihan hak milik. Peralihan hak milik dalam
penelitian ini terfokus pada masyarakat Banjar Kauman dengan beberapa pokok
masalah yaitu, bagaimana peralihan kepemilikan tanah kesugihan di Desa
Pengastulan dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peralihan kepemilikan
tanah kesugihan di Banjar Kauman?.

Desa Pengastulan memiliki dua bentuk kepemilikan tanah, yaitu tanah
ayahan (tanah di bawah pengaruh hak wilayah) dan tanah kesugihan (tanah milik
individu). Masyarakat Desa Pengastulan dalam memperoleh hak kepemilikan
tanah dengan beberapa cara di antaranya, membuka tanah, akad jual-beli, waris,
sentana (pengangkatan anak) dan fadtadan (hadiah), hibah. Peralihan kepemilikan
tanah kesugihan dalam Adat Desa Pengastulan dimiliki secara mutlak oleh ahli
waris dari pihak laki-laki, perempuan hanya memperoleh hak mengambil manfaat
dari harta peninggalan (tanah). Tidak adanya batasan pemilikan harta peninggalan
(tanah) yang didominasi laki-laki menyebabkan ketidakadilan dalam memperoleh
hak milik tanah. Masyarakat Banjar Kauman dalam memperoleh hak tanah ada
beberapa cara, di antaranya melalui akad, waris dan hibah. Cara-cara peralihan
hak tersebut dilakukan masyarakat berdasarkan hukum Islam.

Peralihan kepemilikan yang dilakukan masyarakat Banjar Kauman
berbeda dengan peralihan hak milik dalam Adat Desa Pengastulan. Meskipun
Banjar Kauman berada dalam wilayah adat Desa Pengastulan. Cara-cara peralihan
hak milik di Banjar Kauman ditinjau secara [slam tidak bertentangan dengan asas
hukum Islam. Tetapi, sebagian masyarakat kurang memahami hukum Islam
dalam peralihan hak milik dengan adanya sikap ingin menguasai harta
peninggalan secara pribadi. Sehingga masyarakat Banjar Kauman menggunakan
hibah sebagai jalan untuk membagi harta peninggalan.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan (ransliterasi Arab-Latin dalam penclitian ini menggunakan
pedoman translitcrasi dari keputusan bersama Menteri Agama Rl dan Menteri
Pendidikan dan Kecbudayaan RI no. 150 tahun 1987 dan no. 05436/U/1987.

Secara garis besar uraiannya adalah scbagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan
- - \ - alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
ba’ b be
<
<o ta' t ' e
o Sa S es (dengan titik di atas)
z jim j je
T ha h ha (dengan titik di bawah)
C kha' kh ka dan ha
> dal d de
35 7al 7 Zet (dengan titik di atas)
B ra I er
B zai z 7ct
o sin S cs
o syin Sy es dan ye
P sad S ¢s (dengan titik di bawah)




P dad d de (dengan titik di bawah)
b ta' l te (dengan titik di bawah)
b za' 7 zet (dengan titik di bawah)
t “ain koma terbalik

i | gain g ge

< fa’ f ef
S qaf q qi
g kaf k ka
J lam 1 el
¢ mim m cm_ -
J nun n en
5 wawu w we

. ha’ h ha

apostrof (tetapi tidak
3 hamzah \ difambangkan apabila ter-
letak di awal kata)
&S ya' y ye
B. Vokal.

Vokal bahasa Arab scperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal

atau monoftong dan rangkap atau diftong.
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I. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat,

transliterasinya scbagai berikut:

Tanda

-

Contoh:

Nama
fathah
kasrah

dammah

g_/-:'f- kataba
e Csutila

2. Vokal Rangkap.

d

Huruf [Latin

Nama

u

2 Lo yazhabu

S5 - zukira

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harkat dan huruf, transliterasinya scbagai berikut:

Tanda

Contoh:

C. Maddah.

Nama

fathah dan ya

Huruf Latin

fathah dan wawu

&S - kaifa

ai

Nama

adan i

adan u

Yj}- haulan

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda

Nama

fathah dan alif atau

alif maqsurah

X1i

Huruf Latin

a

Nama

a dengan garis di atas



5 kasrah dan ya i i dengan garis di atas
5 e dammah dan wawu u u dengan garis di atas
Contoh:

JB _qala Jﬁé - qila

) - rama Jj—‘;-i- yaqulu

D. Ta’ Marbu@ah.-
Transliterasi untuk ta® marbutah ada dua:
1. Ta" marbutah hidup.
Ta' marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan
dammabh, transliterasinya adalah (t).
2. Ta' marbutah mati.
Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya
adalah (h)
Contoh: i><tbs_ Talhah
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang “al” scrta bacaan kedua kata itu terpisah,
maka ta'marbutah itu ditranslitcrasikan dengan (h).
Contoh: & 4.2 9 - raudalr al-Jannah
E. Syaddah (Tasydid).
Syaddah atau tasydid yang dalam sistcm tulisan Arab dilambangkan

dengan scbuah tanda syaddah, dalam translitcrasi ini tanda syaddah terscbut
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dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda
syaddah itu.

Contoh: LL;) - rabbana

>

(""3 -nu’imma
Kata Sandang.

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
yaitu “J\”. Namua, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas
kata sandang yang diikuti olch huruf syamsiyah dan kata sandang yang
diikuti olch huruf gamariyyah.
|. Katasandang yang diikuti olch huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti olch huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai

<,

dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang
langsung mengikuti kata sandang itu.
Cotoh : J-»;J\ — ar-rajulu

5~L¢,:~J‘ ~ as-sayyidatu

2. Kata sandang yang dikuti olch huruf qamariyah.
Kata sandang yang diikuti olch huruf qamariyah ditransliterasikan Scsuai
dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.
Bila diikuti olch huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan
tanda sambung (-)
Contoh: ('-1-5-}\ - al-qalamu I -al-jalalu

- al-badiu
C
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G. Hamzah

Scbagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan
apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan
di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karcna
dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :
£ o — syai'un < ) - umirtu
c—jj - an-nau’'u O}JO'-EU —ta'khuzuna
H. Penulisan Kata.

Pada dasarnya sctiap kata. baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf,
ditulis terpisah. Hanya kata-kata tcrtentu yang penulisannya dengan huruf
Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf” Arab atau
harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut
dirangkaikan juga dengan kata fain yang mengikutinya.

Contoh:
bl e b ) Oy - Wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin atau
Wa innallaha lahuwa khairur- razigin

I.  Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf terscbut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital
seperti yang berlaku dalam YD, di antaranya huruf kapital digunakan
untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama
diri itu didahului olch kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital

tetap harus awal nama diri terscbut, bukan huruf awal kata sandangnya.
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Contoh :
J s J\“ .,\.1_;\,4} - wa ma Muhammadun illa Rasul
JLLU ij S J:q\ :)\ - inna awwala baitin wudi’a linnasi
Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan
Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan
dengan kata lain schingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka
huruf kapital tidak dipergunakan.
Contoh :
e CJ) 4\:\\\ _ ~2 -nasrun minallahi wa fathun qarib
L;:A.\jﬂ\ﬂ o - lillahi al-amru jami’an
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman

transiterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan salah satu faktor terpenting bagi kehidupan manusia.
Setiap manusia membutuhkan tanah untuk segala bentuk aktifitasnya. Kebutuhan
tanah terus meningkat dari hari ke hari dengan bertambahnya jumlah penduduk
yang semakin tinggi. Hal tersebut mengakibatkan tidak seimbangnya persediaan
tanah dengan permintaan akan tanah tersebut. Bertambahnya kebutuhan akan
tanah dapat dirasakan dengan adanya persoalan akan tanah tersebut antara satu
orang dengan orang lain dari beberapa segi dalam persengketaan tanah.

Sebelum tahun 1960, yakni sebelum berlakunya UUPA No. 5 tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, di negara ini masih berlaku dua
macam hukum yang menjadi dasar hukum pertanahan, yaitu hukum adat dan
hukum barat.'

Kedua hukum tersebut merupakan “dualisme” hukum yang dibuat oleh
Belanda bagi bangsa Indonesia yang banyak menimbulkan persoalaan

ersengketaan tanah.” Karena tidak sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.
p

'R. Soehadi , Penvelesaian Sengketa tentang Tanah(sesudah berlakunya undang-undang
pokok Agraria), Surabaya : Penerbit Karva Anda, him. 15.

? Ibid, hal. 9, lihat juga C.S.T. Kansil, Pengantar lmu Hukum dan Tata Hukum
Indinesia,(Jakarta : Balai Pustaka, 1989), him.318.



Hukum yang berlaku pada saat itu hanya berlaku bagi tanah yang diakui
oleh hukum Eropah yang berdasarkan hukum perdata Belanda atau yang
dipersamakan dengan hukum Belanda dengan diberikan kepastian hukum bagi
tanah tersebut. Tanah yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia yang pada saat itu
masih berlaku hukum Adat tidak mendapatkan jaminan kepastian hukum.

Masyarakat setempat (community) menunjuk pada bagian masyarakat yang
bertempat tingal di suatu wilayah ( dalam arti geografis) dengan batas-batas
tertentu, faktor utama yang menjadi dasar adalah interaksi yang lebih besar di
antara anggotanya, dibandingkan dengan penduduk di luar batas wilayahnya.’

Suatu masyarakat setempat yang mempunyai tempat tinggal permanen,
biasanya mempunyai ikatan solidaritas yang kuat sebagai pengaruh kesatuan
tempat tinggalnya. Secara garis besar, masyarakat setempat berfungsi sebagai
ukuran untuk menggarisbawahi hubungan antara hubungan-hubungan sosial
dengan suatu wilayah geografis tertentu. *

Desa di Bali dapat dianggap sebagai persekutuan yang berdiri sendiri dan
bertindak sebagai badan hukum dalam mengatur daerah kekuasaannya yang
diketuai oleh Klian Desa atau Penyarikan Desa (Kepala Desa) . Untuk mengatur
desa ditunjuk Krama Desa dan Krama Subak, keduanya memiliki kekuasaan

tersendiri untuk mengatur desa.

* Suryono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta : PT. Raja Grafindo : edisi Baru
4. Cet.30 ; 2000), him. 163.

4 [hid, him. 163,



Hukum kekerabatan di Bali berdasarkan patriarchaat yaitu hubungan
seorang anak dengan keluarga (clan) bapaknya menjadi dasar tunggal bagi
susunan keluarganya.” Keluarga dari bapaknya atau keluarganya dari garis laki-
laki (kepurusa) adalah yang paling penting dalam penghidupannya, keluarga dari
garis laki-laki ini harus mendapat perhatian utama daripada keluarga dari pihak
ibunya.

Corak kedua hukum kekerabatan di Bali ialah bahwa susunan keluarga
Bali, seperti juga halnya dengan susunan keluarga pada suku-suku di Indonesia
bersifat klasifiktoris yaitu seluruh generasi dari bapak (dan ibu) seorang anak dari
beberapa hal mempunyai kedudukan yang sama dengan bapak serta ibunya tanpa
memperhatikan umur yang bersangkutan.

Janda dan anak perempuan memperoleh harta peninggalan (tanah) ketika
mereka masth berada dalam lingkungan keluarganya yaitu keluarga kepurusa.
Janda dan anak perempuan dalam hal ini diberi bagian secukupnya untuk
penghidupannya. Sifat khas dalam pengurusan harta peninggalan di Bali ialah
tidak membagi harta peninggalan selama ahli waris hidup rukun. Pada umumnya
harta peningalan tersebut dibiarkan utuh, dipegang dan dikelola oleh anak laki-
laki sulung sebagai kepala keluarga dan ia bertanggungjawab atas kesejahteraan
keluarga baik jasmani maupun rohani.

Desa Pengastulan yang menjadi obyek penelitian penyusun merupakan
salah satu Desa di Bali. Desa Pengastulan terdiri dari empat Banjar (kampung) ;

Banjar Sari, Banjar Pala, Banjar Purwa, Banjar Kauman. Untuk mengatur tata

°  Mr. Gde Panetie, Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali, (Denpasar : CV.

KAYUMAS, cet. 1; 1986), him. 39




tertib pemerintahan dan adat agama ditunjuk seorang Bendesa Adat(Kepala
Adat), Prebekel(Kepala Desa) dan Jero Mangku Gede(Pemimpin Upacara Adat)
dibantu pemangku-pemangku lainnya.

Kepemilikan tanah di Desa Pengastulan, sebagaimana Desa lain di Bali
menggunakan hukum Adat yang berlaku berdasarkan hukum Adat Bali Aga.
Bentuk kepemilikan tanah di Desa Pengastulan diperoleh dari usaha sendiri (tanah
kesugihan) dan tanah ayahan (tanah di bawah pengaruh hak wilayah).®

Tanah yang dimiliki dengan usaha sendiri (tanah kesugihan) dapat
digunakan oleh pemilik tanpa pengaruh Adat dan keluarga (c/an). Tanah ayahan
masih berada di bawah pengaruh hak Desa untuk mengatur siapa yang akan
menjadi ahli waris tanah tersebut.

Tanah kesugihan yang dimiliki oleh seseorang akan diwariskan kepada
garis keturunan laki-laki (kepurusa) berdasarkan hukum kekerabatan yang berlaku
di Bali pada umumnya. Kepemilikan tanah dalam adat Desa Pengastulan
diperoleh dengan cara membuka tanah, jual beli tanah, waris, pengangkatan anak
(sentana) dan pemberian hadiah seorang ayah kepada anak perempuannya yang
kawin keluar (fadtadan). Bagian waris seorang anak perempuan pada hakekatnya
merupakan hak untuk menghasilkan saja, karena anak perempuan boleh
memegang dan mengambil manfaat dari harta peninggalan itu selama ia berada di
rumah asalnya. la tidak memperoleh hak milik mutlak terhadap bagiannya dalam

warisan itu, kecuali atas hasilnya.

S Ibid, hlm. 161.




Umat Islam g berada di Banjar Kauman menggunakan hukum Islam
dalam memperoleh <epemilikan harta peninggalan (tanah). Banjar Kauman
merupakan Banjar yang tidak termasuk Desa Adat Pengastulan, karena
masyarakat di Banj: Kauman menggunakan hukum yang berbeda dengan hukum
Adat Desa Pengastu 1 yaitu hukum Adat Bali Aga.

Pemilikan ta th yang akan diteliti merupakan salah satu bentuk penelitian
yang mengarah ke, da peralihan kepemilikan tanah di Banjar Kauman Desa
Pengastulan. Agar lebih terfokus maka penelitian ini mengarah kepada

kepemilikan tanah kesugihan yang dimiliki oleh masyarakat setempat.

B. Pokok Masalah
Dari latar belakang masalah tersebut di atas dapat dirumuskan masalah
yang berkenaan dengan peralihan hak milik tanah, agar lebih terarah maka
masalah pokok tersebut dijabarkan dengan beberapa pertanyaan berikut :
a. Bagaimana peralihan kepemilikan tanah di Desa Pengastulan ?
b. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peralihan kepemilikan tanah di

Desa Pengastulan khususnya Banjar Kauman ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Dari pokok masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan dari penelitian

sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian :
a. Untuk mendeskripsikan peralihan hak milik atas tanah di Desa

Pengastulan khususnya Banjar Kauman dilihat dari segi hukum Islam.



b. Berusaha memberikan penjelasan bahwa adanya perbedaan hukum yang

berlaku di Banjar Kauman dengan Adat Desa Pengastulan.

2. Kegunaan Penelitian :

a. Sebagai kontribusi pemikiran ilmiah tentang peralihan hak milik tanah
berdasarkan hukum Islam dan hukum Adat yang berlaku di setiap daerah.

b. Sebagai terapan tentang ilmu hukum Islam yang berkenaan dengan hak atas
tanah yang dimiliki oleh setiap masyarakat dan diharapkan dapat berguna

untuk penelitian selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Pemilikan tanah diawali dengan menduduki suatu wilayah yang oleh
masyarakat Adat disebut sebagai tanah komunal (milik bersama). Khususnya di
wilayah pedesaan di luar Jawa, tanah ini diakui oleh hukum Adat tak tertulis
berdasarkan hubungan keturunan maupun wilayah. Tanah komunal yang dimiliki
bersama ini secara bertahap dimiliki secara individu dengan cara penggarapan
secara bergiliran. Sistem pemilikan individu kemudian dikenal di dalam sistem
pemilikan komunal.

Hak masyarakat atas tanah tersebut yang dalam lukisan kuno disebut
dengan “hak eigendom”(eigendomsrecht). Oleh Van Vollenhoven hak ini disebut

beschikkingsrecht (hak pertuanan).7

7 Mr. B Ter Haar Bzn, Beginselen En Stelsel Van Het Adatrecht, Terj. K. Ng. Soebakti
Poesponoto. Cet. Kelima (Jakarta Pusat : PRADNY A PARAMITA, 1980), him. 71-72.



Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya Asas-asas Hukum Mu amalat
menyatakan hak milik adalah penguasaan terhadap sesuatu dan pemilik dapat
melakukan sendiri tindakan-tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya itu serta
dapat menikmati manfaatnya apabila tidak ada halangan syara’.®

Tanah merupakan harta benda yang sama statusnya dengan darah dan

kehormatan, dalam hal harus mendapatkan kehormatan sesuai dengan hadi$ Nabi :

93599 a‘ﬁes-i-b“)cbrsg\ybr&cudoclé

Islam mengatur hubungan antara pemilik dan yang dimiliki, dalam Figh
Islam disebut hubungan malikiyyah ditinjau dari orangnya atau hubungan

mamlikiyyah ditinjau dari bendanya. Seperti hadis Nabi SAW ;'

e 4y by e JB Ga | sed aaY Gl Lyl el (10
45 A G die A

Islam mengakui hak manusia untuk memiliki tanah, sebagaimana ia
mengakui haknya untuk kebutuhan hidup yang lain, dan mengekalkan haknya atas
miliknya itu selama hidupnya. Tidak ada suatu ikatan atau pembatasan yang
ditetapkan Islam khususnya untuk hak milik tanah. Apabila seorang memiki tanah

besar atau kecil, secara legal menurut hukum yang berlaku, maka tanah itu adalah

8Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Mu amalat (Yogyakarta : Perpustakaan Fak.
Hukum UII, 1993), him. 29.

°Imam Muslim, Sahih Muslim bi Syarhi an Nawawi, “Bab Tagliz Tahrim ad Dima’ wa al-
A’rad wa al-Amwal”, Juz 11 (Ttp : Dar al Fikr, 1983 M/1403H), VI : 169.

YAl Bukhari, Sahih Bukhari, “Al-Wakalah ; Ahya Arda Mawata”, (Mesir : Dar al-Fikr,
t.t..), Il : 70. Hadi$ dari Urwah dari Aisyah.



miliknya yang sah dan tidak sesuatu halangan baginya untuk menanaminya

sendiri.'!

Dari beberapa skripsi yang penyusun ketahui tentang pemilikan tanah,
seperti, “Pemilikan Tanah Menurut Adat Minangkabau dalam Perspektif Hukum
Islam” : Studi di Desa Panampuang Puhun oleh Fitrianto, ia menyatakan sistem
kepemilikan di Minangkabau kaitannya dengan kepemilikan yang ada dalam
Islam, maka akan ditemukan beberapa persamaan dan perbedaan terutama dalam
hal kepemilikan tanah. Islam sebagai agama masyarakat mengatur sedemikian
rupa bagaimana proses kepemilikan pribadi dan kelompok, atau dalam adat
Minangkabau pembagian harta pusaka dalam bentuk pusaka tinggi dan pusaka
rendah. "

Hesti Nurhidayati dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam
Tentang Penyimpangan Pemanfatan Hak Milik”."* la menyatakan adanya
pembatasan hak milik yang ditentukan dalam ketentuan pasal 570 KHUPer :

1. Undang-undang peraturan umum
2. Tidak menimbulkan gangguan

3. Kemungkinan adanya pencabutan hak (onieigining)

" Abul A’la al-Maududi, Dasar-dasar Ekonomi Dalam Islam dan Berbagai Sistem Masa
Kini, Alih bahasa ; Abdullah Suhaili (Bandung : Al-Ma’arif. Cet. I, 1980), him. 106.

"2 Fitrianto, Skripsi yang berjudul “Pemilikan Tanah Menurut Adat Minangkabau Dalam
Perspekiif Hukum Islam ; Studi di Desa Puhun Panampuang” (Yogyakarta : Fak Syariah, IAIN
Sunan Kalijaga, 2001), him. 5.

“Hesti Nurhidayati, Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang
Penyimpangan Pemanfaatan Hak Milik” (Yogyakarta : Fak. Syariah, IAIN Sunan Kalijaga, 2002),
hlm, 3.



Selain itu masih ada pembatasan hak milik di luar pasal 570 yaitu :
1. Hukum tetangga
2. Penyalahgunaan hak

Dari pembatasan hak milik tersebut, penyalahgunaan hak dikatakan
sebagai suatu penyimpangan hak milik. Penyalahgunaan tersebut diartikan sebagai
penggunaan/melaksanakan hak dengan cara sedemikian rupa sehingga orang lain
menderita kerugian atau tidak adanya keseimbangan antara pelaku yang dipenuhi
dengan tindakan penggunaan hak itu dengan kerugian yang diderita orang lain.

Wirahadi Putra dalam skiripnya yang berjudul “Penguasaan dan
Pencabutan Hak Atas Tanah Ulayat Perspektif Hukum Adat, UUPA/1960 dan
Hukum Islam”." Ia menulis aturan-aturan hukum tentang penguasaan dan
pencabutan tanah ulayat dari segi hukum adat dan UUPA No. 5 Tahun 1960 yang
berkaitan erat dengan konflik yang terjadi di masyarakat. Dan bagaimana hukum
Islam melihat penguasaan dan pencabutan hak atas tanah ulayat yang dikuasai
oleh kelompok masyarakat/pribadi dan atau Negara.

Penelitian ini berbeda dengan beberapa skripsi yang penyusun temukan,
terutama penelitian yang bersifat lapangan (Field Research). Penelitian yang
penyusun lakukan lebih mengarah pada pemilikan tanah dalam Adat yang berlaku

di Banjar Kauman Desa Pengastulan ditinjau dari hukum Islam.

“Wirahadi Putra, Skripsi yang berjudul “Penguasaan dan Pencabutan Hak Atas Tanah
Ulayat Perspektif Hukum Adat, UUPA/1960, dan Hukum Islam™( Yogyakarta : Jur. PMH, Fak.
Syariah, IAIN Sunan Kalijaga, 2003), him. 11-12.
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E. Kerangka Teoretik

Kepemilikan harta pusaka (tanah) di Desa Pengastulan diatur menurut
hukum Adat Bali pada umumnya yaitu berdasar pada patriarchaat seperti yang
telah dikemukakan di latar belakang masalah. Azas ini berlaku dalam masyarakat
Bali bahwa anak kandung laki-laki memperoleh bagian lebih besar dibanding
anak perempuan. Keluarga kepurusa memiliki hak mewarisi dan mengawasi
pembagian harta pusaka, anak perempuan tidak mempunyai hak untuk
mendapatkan hak memiliki harta pusaka secara mutlak. 1a hanya dapat menikmati
hasil dari harta pusaka tersebut selama ia ikut dalam keluarga kepurusa.

Hukum Islam mengatur pembagian harta pusaka yang diwarisi oleh
pewaris secara adil dengan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nis3’ ayat 7, sebagai berikut

15

G elaill g G 8 O Al & il cai J s
L 5 de Lanai HIS o) dia Jilaa (50 8V 5 o Al 5l i L

Hak milik atas tanah adalah suatu yang terpenuh, terkuat dan paling
sempurna di antara hak atas tanah lainnya, tetapi pengertian terkuat, terpenuh dan
paling sempurna, tidaklah berarti bahwa si pemilik tanah itu boleh bertindak atau

melakukan apa saja atas tanah itu. Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya Garis

13 Departemen Agama RI, A/-Qur ‘an dan Terjemahnya (Semarang : CV. ALWAAH,
edisi Baru Terjemah, 1993).
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Besar Sistem FEkonomi Islam menyatakan bahwa hak milik individu atas tanah
tidak merupakan hak milik mutlak, tentang ketentuan hak milik di antaranya :'°

1. Pemilik mutlak atas segala sesuatu yang ¢ 1 di alam ini adalah Allah SWT
yang menciptakannya.

2. Manusia memiliki harta benda atas pemberian yang kuasa (istikiaf) dari Allah
sebagai pemilik mutlak. Dengan demikian hak milik manusia adalah nisbi.

3. Hak milik perorangan atau individu diakui, dihormati, dan dilindungi, tetapi
diatur cara memperolehnya dan membelanjakannya.

Masalah tanah dalam Figh Islam dipandang sebagan mal yang
mengandung kepemilikan, kegunaan dan kekuasaan pengaturan. Tanah yang
berada dalam kekuasaan yang syah menurut Figh Islam ada dua macam yakni
dikuasai secara :

1. Isti 'la yaitu penguasaan melalui perang atau pembebasan atau cara pendudukan
lain tanpa kekerasan.

2. Istigrar yaitu penguasaan melalui kewarisan secara turun-temurun atau alih
kepemilikan dari orang lain dengan jual-beli dan lain sebagainya.

Tanah atau alam adalah sumber perekonomian yang asli atau dengan kata
lain merupakan sumber produksi yang utama dari masa ke masa, dari produksinya
menjadi lanjutan hidup dalam kehidupan manusia. Kepentingan persoalan tanah
dapat dilihat dalam sejarah, yang selalu menjadi percaturan hidup. Dan titik
persoalan itu timbul bermacam-macam pendapat, baik mengenai sistem

pemilikannya maupun penggunaannya.

' Ahmad Azhar Basyir, Garis Besar Sistem Ekonomi Islam (Yogyakarta : BPFE UGM,
1978), hlm. 51-54.
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Islam mengizinkan adanya hak milik atas tanah secara individu dengan
batas-batas yang telah ditentukan. Prinsip [ im yang mengakui adanya milik
perseorangan dengan batas-batas tertentu adalah sebagai konsekwensi terhadap
prinsip “kebebasan pribadi”. As Sayyid Abu Nashr Ahmad Al Husaini dalam A/
Milkiyyah fi al-IsiGm menyatakan bahwa pengakuan Islam terhadap hal milik
perseorangan bukanlah prinsip yang hampa, tetapi Islam dengan kesempatan
tersebut memberi pengertian adanya pertanggungjawaban dan pengawasannya. 17

Ketentuan hak milik dalam buku karya Muhammad Daud Ali yang
berjudul Sistem Ekonomi [slam Zakat dan Wakaf dijelaskan bahwa 18
1. Segala sesuatu yang berada di langit dan di bumi dan benda-benda yang ada di
sekitarnya atau di antaranya adalah milik tuhan secara mutlak.

2. Manusia diberikan hak oleh tuhan atas benda dan segala sesuatu yang ada
disekitarnya itu, tetapi bukan hak untuk memilikinya secara mutlak, melainkan
hak mengurus (mengelolanya) dan mengambil faedah dan kemakmuran bersama.
3. Hak untuk mengurus dan memanfaatkan benda yang diberikan oleh tuhan itu
diimbangi dengan kewajiban untuk mewujudkan kebaikan dan kemakmuran
bersama.

4. Sebagai pengurus milik Allah, manusia harus menyesuaikan kebijaksanaan

penggunaannya kepada kehendak Allah.

V7 Dikutip oleh Marsekan, Hak Milik T anah Dalam Islam (Yogyakarta : Perpustakaan
Fak. Syariah IAIN Sunan Kalijaga, 1985), him, 32.

'8 Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Isiam Zakat dan Wakaf (Jakarta : Ul-Press. Cet.
1, 1988), him. 21.
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Kepemilikan tanah dalam Islam termasuk obyek hukum Mu’amalat,
karena obyek hukum Mu’amalat menyangkut urusan perdata dalam hubungan
kebendaan, yaitu meliputi tiga hal sebagai berikut :'°
1. Hak dan pendukungnya
2. Benda dan milik atas benda
3. Perikatan hukum

Adapun syarat-syarat pemilikan tanah dalam Islam sebagai berikut :*°
1. Bagi pemilik tanah wajib memenuhi kewajiban yang bersangkutan dengan
miliknya (surat Al-An’am : 141 dan surat Al-Baqarah : 627).

2. Milik tanah tersebut harus diusahakan, sebab tujuan milik Islam untuk
kemakmuran bersama, membiarkan milik tanah berarti tidak hajat kepadanya,
sedangkan masyarakat menghajatinya dan berlawanan dengan tujuan asasi.

3. Jalan memiliki tanah tersebut harus sah legal menurut hukum Islam. Adapun
tentang jalan memiliki tanah selain melalui prosedur yang biasa memiliki suatu
benda, seperti ; pembelian, wasiat, upah kerja, dan lainnya serta ada jalan yang
mempunyai istilah khusus yaitu ihya’ (menghidupkan) dan igta’ (penghadiahan
tanah).

Tanah bumi ini adalah milik Allah, manusia hanya diberi hak pakai yang
seharusnya dipergunakan seadil-adilnya secara luas di antara penduduk untuk
kehidupan bersama dalam masyarakat, dan pemerintah harus berkuasa penuh
dengan tidak membiarkan berlakunya jual beli tanah sehingga orang yang

% Ahmad Azhar Basyir, Asas Hukum Mu’amalat : Hukum Perdata Islam (Yogyakarta :
Perpustakaan Fak. Hukum UII ; edisi revisi, 1990), hal. 11.

% Marsekan, Hak Milik T anah Dalam Islam (Yogyakarta : Perpustakaan Fak. Syariah
IAIN Sunan Kalijaga, 1985), hal. 36-39.
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memiliki kekuasaan memborong beberapa bidang tanah untuk mereka miliki dan

membiarkan orang yang tidak mampu mempunyai lahan yang sempit.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field reseach) yaitu
penelitian yang bersumber dari data lapangan yang didukung oleh buku-
buku yang berkenaan dengan hak milik atas tanah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang akan
mendiskripsikan obyek penelitian kemudian diadakan suatu analisa hukum
dan mengklafisifikasi..

3. Populasi dan Sample

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Adat Pengastulan
khususnya kepala keluarga di Banjar Kauman Kec. Seririt Singaraja-Bali
dengan jumlah 285 KK. Penelitian ini menggunakan teknik sample acak
sederhana (simple random sampling) dengan maksud agar semua unit atau
elementer dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih
sebagai sample berjumiah 30 responden.

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
yuridis normative yaitu pendekatan yang berdasarkan pada aturan-aturan

hukum yang berlaku di masyarakat dan norma-norma hukum Islam.
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5. Pengumpulan Data

Data penelitian diperoleh dengan cara :

a.Wawancara ; metode pengumpulan data dengan Tanya jawab sepihak
yang dilakukan secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian. Ini
dilakukan terhadap masyarakat Desa Adat Pengastulan.

b. Dokumentasi ; metode pengumpulan data dari dokumen yang berkaitan
dengan hak milik atas tanah Desa Adat Pengastulan.

6. Analisa Data

Pada tahapan akhir dilakukan analisa data yang ada sekaligus dilakukan

penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode :

a. Deduktif ; menganalisa data-data yang bersifat umum dengan cara
membuktikan kebenarannya berdasarkan fakta untuk mencapai
kemungkinan kompromi.

b. Induktif ; digunakan untuk menganalisa data-data yang bersifat
khusus yang mempunyai unsur-unsur kesamaan kemudian

digeneralisasikan menjadi kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk meruntutkan kandungan skripsi ini, penyusun berusaha
mensistematiskan sedemikian rupa sehingga dapat menjadi satu kesatuan yang
urut. Untuk menghindari luasnya pembahasan dari permasalahan yang ada dalam
skripsi, maka skripsi ini terdiri dari lima bab dan masing-masing terdiri dari

beberapa sub bab.
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Bab Satu adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok
masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode
penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang hak milik atas tanah di Desa Pengastulan
yang mencakup gambaran umum desa dengan beberapa sub bab yakni geografis
desa, keadaan potensi alam dan potensi penduduk, struktur organisasi sosial dan
keagamaan, jenis-jenis hak milik tanah dalam adat Desa Pengastulan, cara-cara
memperoleh kepemilikan tanah dalam adat Desa Pengastulan.

Bab ketiga meliputi Tinjauan Hukum Islam terhadap hak milik tanah, yang
terdini dari pengertian hak milik tanah dalam Islam, macam-macam hak milik dan
cara memperoleh hak milik dalam Islam dan batas-batas hak milik dalam Isiam.

Bab empat menganalisis pemilikan tanah menurut hukum Adat serta
Tinjauan hukum Islam yang diklasifikasikan sebagai berikut : cara-cara
memperoleh hak milik atas tanah di Desa Pengastulan dalam perspektif hukum
Islam dan hak milik atas tanah di Desa Pengastulan dalam perspektif hukum
Islam.

Bab kelima adalah penutup, yaitu meliputi kesimpulan dan saran-saran.
Untuk melengkapi data-data skripsi ini, pada akhir penulisan dilampirkan daftar

pustaka, lampiran-lampiran yang berkenaan dengan penulisan skripsi.
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Pembc¢ an hibah dilakukan agar pembagian tanah dirasakan adil melihat
kondisi masyarakat yang menganut sistem patrilinial. Dan menjauhkan dari sifat
memakan harta sesama ahli waris. Hibah seperti halnya wasiat tidak boleh

berlebih-lebihan sehingga menimbulkan efek negatif di kalangan keluarga.




BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan melalui bab demi bab dalam skripsi ini dapat penyusun

tarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1.

Peralihan kepemilikan tanah di Desa Pengastulan diperoleh dengan
beberapa cara di antaranya, membuka tanah, jual beli tanah, warisan,
sentana dan tadtadan dan hibah. Peralihan hak milik ini sesuai dengan
hukum Adat Bali yang berlaku di Desa Pengastulan. Masyarakat Desa
Pengastulan menggunakan sistem patrilinial dalam peralihan hak milik
kepada ahli waris yakni berdasarkan garis keturunan laki-laki yang
paling diperhatikan daripada pihak perempuan, keluarga dari garis
laki-laki harus mendapat perhatian utama daripada keluarga dar pihak
perempuan. Banjar Kauman sebagai komunitas Muslim berbeda dalam
melakukan peralihan hak milik tanah, meskipun Banjar Kauman
berada di wilayah Adat Desa Pengastulan.

Masyarakat Banjar Kauman dalam memperoleh kepemilikan tanah
dengan beberapa cara di antaranya, membuka tanah, aqad (jual
beli/ganti rugi tanah), waris dan hibah. Cara-cara tersebut ditinjau dari
Islam tidak bertentangan karena masyarakat Banjar Kauman
menggunakan hukum Islam sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-

hari, tetapi ada sebagian masyarakat yang kurang memahami hukum
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Islam dalam pembagian harta pusaka. Sehingga masyarakat Banjar
Kauman lebih menggunakan hibah dalam pembagian harta pusaka. Hal
ini dilakukan agar pembagian tersebut dirasakan adil dan tidak
menimbulkan konflik dalam keluarga. Pengaturan kepemilikan harta
peninggala (tanah) di Banjar Kauman tidak ada kaitan dengan hukum

Adat Pengastulan yang menggunakan hukum Adat Bali Aga.

B. Saran-saran

1. Masyarakat Banjar Kauman sebagai komonitas masyarakat Muslim
sebaiknya menggunakan hukum Islam sebagai pedoman hidup khususnya
dalam hal kepemilikan harta peninggalan.

2. Adanya kontrol masyarakat terhadap kepemilikan tanah agar tidak terjadi
sengketa tanah dalam masyarakat. Dan adanya perhatian dari tokoh-tokoh
masyarakat sehingga terwujud masyarakat dengan tingkat kesadaran
beragama sesuai kepercayaan masing-masing individu.

3. Interaksi antar masyarakat yang berbeda agama dan adat diharapkan dapat
menjalin hubungan yang harmonis berdasarkan ajaran agama demi
menciptakan kesejahteraan masyarakat yang adil.

Penyusunan skripsi 1ni belum dapat dikatakan sempurna karena diperlukan
penilitian yang lebih lanjut tentang kehidupan masyar at di Bali khususnya Desa
Pengastulan tentang kepemilikan tanah. Hukum Adat yang berlaku antar Desa
satu dengan yang lain dari segi pelaksanaan berbeda. Semoga skripsi ini dapat

berguna bagi penelitian selanjutnya.
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“Maka bahwa sesungguhnya darahmu, hartami  dan
kehormatanmu adalah terpelihara....”

“Barang siapa memakmurkan (menghidupkan) tanah ya tiada
yang memiliki, maka dia berhak atas tanah tersebut.”

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-
bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian
(pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik
sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”

“Sekumpulan gaidah dan nash yang mengatur atas dasar harus
dita’ati hubungan manusia sesama manusia baik mengenai
orang maupun mengenai harta.”

“Wewenang khusus atas segala sesutau benda mengahalangi
pihak lain bertindak di atasnya dan memungkinkan pemiliknya
berbuat apa saja terhadapnya sejak sesuatu itu dikhususkan

2 %

baginya kecuali ada halangan syara’.

“Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan di
bumi.”

“Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi,....”

“Kewenangan untuk melakukan sesuatu yang menjadi miliknya
meskipun pemilik tidak berbuat terhadap harta miliknya dan
tidak ada ikatan serta = syarat lainnya, kecuali ada halangan
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syara’.
“Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk(Nya).”

“Berkatalah pembesar-pembesar dari kaum Fir’aun (kepada
Fir’aun) : Apakah kamu membiarkan Musa dan kaumnya untuk
membuat kerusakan di negeri ini (Mesir),....”

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat :
Sesunguhnya Aku hendak menjadikan khalifah,....”
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“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada
apa-apa yang diingini, yaitu : wanita-wanita, anak- ak, harta
yang banyak dari jenis emas dan perak, kuda pilihan, binatang-
binatang termak dan sawah,....”

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di | ni untuk
kamu,....”

“Dan Allah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan
yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang
bermacam buahnya, zaitun, dan delima yang serupa(bentuk dan
warnanya), dan tidak sama (rasanya).”

“Nabi saw bersabda, siapa yang berhasil menghidupkan
(memakmurkan) tanah yang mati, maka tanah itu miliknya.”

“Dan katakanla : Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya
serta orang-orang mu’min akan melihat pekerjaanmu itu,....”

“Hai orang -—orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di
antara kamu,....”

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka
untuk) anak-anakmu, yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama
dengan bahagian dua anak perempuan,....”

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu
kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang
banyak, berwasiat untuk ibu-bapa dan karib kerabatnya secara
ma’ruf, (i adalah) kewajiban atas orang-orang yang
bertakwa.”

.... dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya,
anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang
memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta
; dan (memerdekakan) amba sahaya,....”

“Ayah bersama saya menghadap Nabi, lalu berkata; Wahai
Utusan Allah, sesungguhnya saya telah memberikan kepada
anak saya ini seorang budak. Kemudian Nabi bertanya ; Apakah
engkau telah pula memberikan semacam itu kepada semua
anakmu? Jawab Ayah ; Tidak. Maka Nabi menyruh menarik
‘pemberiannya itu.”
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“...Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang
kaya saja di antara kamu,....”

“...Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang
kaya saja di antara kamu,....”

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-
bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian
(pula) dan harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik
sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”

“Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi,....”

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka
untuk) anak-anakmu. Yaitu bahagian seorang anak lelaki sama
dengan bahagian dua orang anak perempuan ; dan jika anak itu
semuanya perempuan lebih dari dua maka bagi mereka dua
pertiga dari harta yang ditinggalkan...”

“Hai orang —orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di
antara kamu,....”

“Jual beli itu hanya dengan saling suka sama suka.”

“Nabi saw bersabda berbuat adillah di antara anak-anakmu
dalam pemberian...”
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10.

11.

12.

Pedoman Wawancara

. Bagaimana bentuk pemilikan tanah di Desa Pengastulan ? Apakah tanah tersebut

milik pribadi atau milik Adat (tanah Adat) ?

. Bagaimana cara-cara memperoleh hak milik tanah di Desa Pengastulan ; a.

warisan, b. membuka lahan, c. hadiah ?

. Kedudukan laki-laki dan perempuan menurut hukum kekerabatan di Desa

Pengatulan ?

Berapa bagian laki-laki dan perempuan dalam pembagian harta peninggalan
menurut hukum adat Pengastulan ?

Bagaimana kedudukan anak sentana dengan anak kandung ?

Berapa jumlah pemeberian hadiah anak yang keluar dart keluarga laki-laki yang
diberikan oleh bapaknya ?

Siapa yang didahulukan dalam pembagian harta peninggalan, anak atau saudara
laki-laki ?

Hukum yang berlaku pada masyarakat Banjar Kauman, adat atau hukum Islam ?
Bagaimana bentuk pemilikan tanah di Banjar Kauman ?

Berapa bagian laki-laki dan perempuan terhadap harta peninggalan di Banjar
Kauman ?

Apakah laki-laki mempunyai hak hak penuh dalam harta peninggalan di desa
Adat Pengastulan sedangkan perempuan tidak ?

Bagaimana aqad jual beli tanah di Desa Pengastulan ?
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